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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas
rahmat dan karunia Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LK|jIP) Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2022. LKj|lP
Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan bentuk komitemen nyata Perangkat Daerah
Kecamatan Bulu dalam mengimplementasikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi
Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat
tentang kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja

Perangkat Daerah Kecamatan Bulu telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan
dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LK|jIP adalah untuk menggambarkan penerapan
Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di
masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capian saat ini untuk percepatan
dalam meningkatkan kulitas capian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan
datang. Melalui penyusunan LK|jIP juga dapat memberikan gambaran penerapan
prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transpransi dan
akuntabilitas di lingkungan pemerintah

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi

pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa
mendatang

NIP.19780617 199711 1001
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IKTISAR EXSEKUTIF

Terselenggaranya good goverment merupakan prasyarat bagi setiap
Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-
cita bangsa dan Negara.Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem Pertanggungjawaban yang tepat.jelas terukur sehingga Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kecamatan Bulu dapat berlangsung secara berdaya guna.berhasil
guna.

Semua pelaksanaan pembangunan harus mampu
dipertangungjawabkan  kepada publik baik di jajaran Kecamatan Bulu maupun
masyarakat umum. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Bulu tahun
2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagaimana Instruksi
Presiden melalui Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang kemudian dipertegas kembali melalui Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Tujuan PD Kecamatan Bulu sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan
dalam mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Sukoharjo, serta untuk memberikan kontribusi atas tercapainya indikator kinerja daerah
seperti  yang dituangkan dalam Renstra adalah "Terwujudnya kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan
akuntabeln dengan sasaran sebagai:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Langkah - langkah atau strategis yang diambil dalam rangka mencapai
sasaran di tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif,
transparan dan akuntabel;

2. Meningkatkan kualitas, pemanfaatan, dan pengembangan pelayanan ublic;

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan;

Sejumlah kegiatan sebagaimana rencana kerja tahun 2022, dan telah
dilaksanakan dengan baik, hal ini tercermin dari hasil pengukuran kinerja, dimana untuk
pencapaian target yang telah ditetapkan memperoleh prosentase hasil 100%.

Pada prinsipnya tidak terdapat permasalahan yang sangat prinsip, namun
beberapa kendala yang kecil masih kita jumpai, yaitu :
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1. Dalam Pencapaian di beberapa sasaran strategis masih dijumpai adanya kendala
baik berupa keterbatasan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur,
alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana.

2. Permasalahan yang terkait dengan factor ekstemal seperti adanya perubahan
regulasi dari pemerintah pusat dan faktor iklim dan cuaca yang turut mempengaruhi
pencapaian sasaran strategis.

Solusi pemecahan masalah yang diharapkan dapat memberikan perbaikan-
perbaikan kinerja ke depan adalah :

1. Melakukan terobosan dalam rangka menyediakan sumberdaya yang memadai untuk

peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan lain - lain.

2. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam setiap tahapan pelaksanan

pembangunan, seperti misalnya dengan menyelenggarakan Musrenbangcam.

3. Mengoptimalkan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan

Pembangunan dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,

Pelaksanaan, Pelaporan maupun monitoring dan evaluasi.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya
guna, berhasil guna, bersin dan bertanggung jawab, telah diterbitkan
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas
pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja
Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara
periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,
Kecamatan Bulu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan
pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan
peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan
daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo
diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP).
Penyusunan LKjIP Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 yang
dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang

dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator
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kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dengan tujuan

untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai,

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya

B. Gambaran Umum

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sukoharjo, secara geografis, Kecamatan
Bulu memiliki luas wilayah 4.386 Ha dengan letak dari permukaan laut sekitar 118 m
Luas Wilayah Kecamatan Bulu 4.386 Ha terdiri dari Tanah Sawah 1.123 Ha dan
Tanah Kering 3.263 Ha. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Sukoharjo £ 15 Km

yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan
sebagai berikut:

Sebelah Utara Kecamatan Nguter

Sebelah Barat Kecamatan Tawangsari

Sebelah Selatan : Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri
Sebelah Timur Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri

dapat dilihat dalam gambar peta dibawah ini:

PETA KECAMATAN BULU
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Kecamatan Bulu terbagi dalam 12 desa, dengan jumlah RT dan RW, yang
tampak dalam tabel berikutini:

Tabel 1.1
Jumlah RT RW Kecamatan Bulu
Per 31 Desember2022

Jumlah Jumlah

No Desa RT RW Keterangan
1 Sanggang * 19 9
2 Kamal 21 8
3 Puron 16 6
4 Malangan 20 9
5 Lengking 16 7
6 Ngasinan 29 11
7 Bulu 19 8
8 Kunden 20 9
9 Gentan 22 9
10 Tiyaran 22 9
11 Kedungsono 21 9
12 Karangasem 20 8
Jumlah 245 102

Sumber: Monografi Kecamatan Bulu -Tahun 2022

C. Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo
serta Peraturan Bupati Sukoharjo No. 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati. Sekretariat
Daeerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan
Kecamatan, susunan organisasi Kecamatan ditetapkan terdiri dari :
a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
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D.

f. Seksi Kesejahteraaan Sosial;
g. Seksi Pelayanan Umum dan;

h. Kelompok Jabatan Fungsioanal:

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI KECAMATAN BULU

WIDVANTO SETVAW.S.STP.MM

PERENCANAAN &

FUNGSIONAL KEUANGAN INORIYANTO, SF.
RFTNO PIHIMASTIII SF. |
iM 222E PELAYANAN UM UM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KETERTIBAN TRIYONOBUDI MASYARARAT DESA SOSIAL
SIXilYANTO Sm SANTOSO.S« MARIANTO K f MULYAKTO.SS«

Fungsi Strategis Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada
Camat, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok
membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Tugas pokok Camat vyaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2008
Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural
Pada Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo. Dengan dilaksanakannya
pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, maka diharapkan

penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung
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adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten
dan Pemerintah Kecamatan.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan
adanya otohtas dan kapasitas Camat untuk :

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus
strategi mengembangkannya;

2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah
dilimpahkan;

3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di
wilayahnya;

4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;

5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip
tepat sasaran dan tepat manfaat.

Secara subtantif, kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan
yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat untuk melaksanakan fungsi-
fungsi manajemen pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan
yang menyangkut masalah-masalah kepegawaian, barang daerah dan juga
pengelolaan keuangan (APBD) serta kewenangan yang bersifat eksternal, yakni
kewenangan yang menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi
kemasyarakatan secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai
aspirasi yang berkembang di masyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan
nyata sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Bulu
memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

b. Pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d

Pengoordinasikan penerapan dan pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati.

®

Pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

g. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa

h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan  yang menjadi  kewenangan

Kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten yang ada di Kecamatan;

i. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Kecamatan; dan
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Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Pada prinsipnya tidak terdapat permasalahan yang sangat prinsip, namun

beberapa kendala yang kecil masih kita jumpai, yaitu :

1.

Dalam Pencapaian di beberapa sasaran strategis masih dijumpai adanya

kendala baik berupa keterbatasan sumber daya yang ada, baik sumber daya

aparatur, alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana.

Permasalahan yang terkait dengan factor eksternal seperti adanya perubahan
regulasi dari pemerintah pusat dan faktor iklim dan cuaca yang turut

mempengaruhi pencapaian sasaran strategis.

E. Kondisi Aparatur Sipil Negara

Salah satu instrument pokok dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan

Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan adalah Aparatur Sipil Negara dengan kuantitas dan kualitas yang

memadai. Kecamatan Bulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, didukung oleh

NO

© 0 - o 0 »

NAMA

WIDYANTO SETYAWIBOWO. S.8TP.,
MM.

TRIBUDISETIAWAN. SIP.MM
HARJANTO. SE

SUGIYANTO.S.Sos

WAGINO. S So*

TRIYONO BUDI SANTOSO, S So*
MULYANTO. SE
INDRIYANTO, SE
RETNOPUJIHASTUTI, SE

-io~ JEWARSI, SE
1"

SRI BASUKI

AGUS SUGIYANTO

13 SUTRISNO

Tabel 1.2
Pegawai LIngkungan Kecamatan Bulu
Per Desember 2022

NIP

10700617 199711 1 001

19710916 199803 1006
10680518 199301 1002

19670510 199203 1 011
19650828 198903 1013
19670121 198801 1002
10660202 198703 1 009
10790029 200801 1 005
19770531 201001 2 011

19650312 198903 2014
10670712 200801 1003

19701118 200906 1 002
<9740602201001 1005

PANGKAT/GOI

Pombinu Tk |
(1V/b)

Pembina (IV/a)
Penal* Tk 1(lll/d)

Penata Tk 1(Ill/d)
“enata Tk 1(lll/d)
Penal* Tk 1(lll/d)
Ponala (lll/c)
=>enatnMuda(lll/a)
Ponala Muda Tk 1
(I/b)

Penata Tk 1(lll/d)
Ponala Muda
Muda Tk 1(lll/a)
Penoatur (ll/c)

h u m

13 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). sebagaimana tabel berikut ini:

JABATAN

Carnal

Sekretan* Carnal
Ka*iPemberdayaan Masyarakat
D©*a

Kasi Ketentraman dan Kelertiban
<a»i Pemenmah

<asl Pelayanan Umum

<asl Keseiahleroan dan Sosial
<osubbog Umum dan Kepegawaian
Kasubbog Poroncanaan dan
Keuangan

Slat

Slaf

Staf
Stal

Berdasarkan eselon jabatan, pegawai di lingkungan Kecamatan Bulu dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.

IK jIP KecamatanBulu lahun Anggaran202?



Tabel 1.3
Pegawai Lingkungan Kecamatan Bulu
Berdasarkan Eselon Jabatan
Per Desember 2022

No Kecamatan Ilia mb IVa IVb Jumlah

1 Bulu 1 1 5 2 9

Sumber: Sekretariat Kecamatan Bulu

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari jumlah 9 orang pejabat, eselon llia
adalah Camat, eselon lllb Sekretaris Camat, eselon IVa adalah Kasi Kecamatan,
serta eselon IVb adalah Kasubbag di Kecamatan.

Menurut golongan, pegawai di lingkungan Kecamatan Bulu dapat
dilihatpada tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Pegawai Lingkungan Kecamatan Bulu
Berdasarkan Golongan dan Non ASN
Per Desember 2022

NON
No Kecamatan v III 11 I JUMLAH
ASN
1 Bulu 2 9 2 0 13 7
Jumlah 2 9 2 0 13 7

Sumber: Sekretariat Kecamatan Bulu

Menurut tabel di atas, golongan pegawai golongan Ill mempuyai jumlah
yang lebih banyak dari golongan Il. Selain itu terlihat pula bahwa di Kecamatan Bulu
juga ada pegawai non ASN yang bertugas sebagai 1 tenaga kebersihan, 4 tenaga
administrasi, 1sopirdan 1 penjaga malam di Kecamatan.

Sedangkan menurut jems kelamin, pegawai ASN di lingkungan Kecamatan
Bulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5
Pegawai Lingkungan Kecamatan Bulu
Berdasarkan Jenis Kelamin
Per Desember 2022

No Kecamatan LakiJaki Perempuan Jumlah
1 Bulu 13 2 15
Jumlah 14 2 15

Sumber: Sekretariat Kecamatan Bulu
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Komposisi pegawai laki-laki di Kecamatan Bulu sejumlah 11 orang, yang
mana lebih banyak daripada pegawai perempuan yang hanya berjumlah 2 orang.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai di lingkungan Kecamatan Bulu
tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Pegawai Lingkungan Kecamatan Bulu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per Desember 2022

SLTA/ S1/D
Kecamatan SD SMP DI D2 D3 4 S2 JMLH
1 Bulu 0 3 . 0 8 2 13
Jumlah 0 3 - 0 8 2 13

O. 1

Pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA mempunyai jumlah yaitu 3 orang
atau 23,08 % dari total pegawai, sedangkan tingkat pendidikan S1 sebanyak 8 orang

atau 61,54% dari total pegawai, dan tingkat S2 sebanyak 2 orang atau 15,38% dari
total pegawai.

G. Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan
Bulu dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang tampak dalam tabel
berikut ini:
Tabel 1.7
Daftar Sarana dan Prasarana Penunjang

Kecamatan Bulu
Per Desember 2022

NO ASET JUMLAH SATUAN
1 Kendaraan Dinas Roda 4 2 Unit
2 Kendaraan Dinas Roda 2 12 Unit
3 Mesin ketik manual 4 Unit
4  Rak besi 2 Unit
5 Rak kayu 2 Unit
6 Filling Cabinet besi 4 Unit
7  Lemari Kaca 5 Unit
8 Papan nama instansi 7 Unit
9 Papan pengumuman 1 Unit
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Lemari kayu
Lambang Garuda
Tiang bendera
Podium

Lemari kantor

Kursi hadap putar
Meja keija eselon III
Kursi kerja eselon IV
Kursi keija eselon III
Kursi keija eselon IV
Lemari Pakaian
Tempat tidur kayu
Meja makan

Kursi Pimpinan
Kursi Lipat

Kursi Staf

Taplak meja

Alat pengukur waktu
AC

Kipas angin

Kompor Gas

Teleivisi

VCD

Dispenser

34 Rice Cooker

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Alat pemadam Portable

Lampu emergency
PC computer
Laptop

Printer

Note book
Parabola

Meja keija Pejabat
Meja rapat besar

Meja keija

LKjPKecamatanBulu ahun Anggaran 2022
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45 Mejarapat 22 Unit
46 Kursi rapat pajabat 12 Unit
47 Kursi rapat susun 70 Unit
48 Kursi tunggu besi 6 Unit
49 Lemari arsip 1 Unit
50 HandyCam 1 Unit
51 LCD proyektor 3 Unit
52 Audio amplifer 1 Unit
53 Camera Digital 1 Unit
54 Loudspeaker 2 Unit
55 Sound system 4 Unit
56 Megaphone 2 Unit
57 Microphone 5 Unit
58 Genset 1 Unit
59 CCIvV 12 Unit
60 Mesin cuci 1 Unit
61 Meja makan 1 set
62 Mesin Absensi 1 Unit
63 Lemari es 4 Unit
64 Bangunan 1 Bangunan
65 Speaker aktif 1 Unit
66 Springbed 1 Buah
67 Sofa 1 Stel
68 Sekat/Gebyok 1 Paket
69 Scanner 1 Unit
70. Meja Komputer 1 Buah

Sumber: Simda Barang 2022

H. Sistematika Penulisan :

Sistematika penulisan dari LK|jIP Tahun 2022, adalah sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.
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Bab J Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.

Bab lll Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pemyataan Kkinerja- sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pemyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi;

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pemyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:
1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis
Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan
mempertiitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana
stratejik Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2021 s/d 2026 , merupakan bagian
integral dan kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan merupakan
landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan

pemerintahan dalam pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021
s/d 2026.

Untuk mewujudkan Renstra tersebut perlu ditunjang dengan Visi dan Misi

yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Perangkat Daerah
Kecamatan Bulu yaitu :

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu mulai Th
2016 S/d 2021

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan

implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-
2026 yaitu:

"Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur"

Visi tersebut mengandung makna untuk menjembatani kondisi saat ini

dengan kondisi masa depan sekaligus memecahkan masalah-masalah yang
dihadapi.

b. Misi

Guna mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2021-2026
tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan vyaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan
Reformasi Birokrasi;

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
3. Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi

4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
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5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Sedangkan misi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
Kecamatan Bulu adalah Misi 1yaitu ‘Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang

Baik Melalui Percepatan ReformasiBirokrasi*

c. Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai
oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bulu, yaitu :

°Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang
reponsif dan akuntabel ¢

d. Sasaran

Sedangkan sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari
suatau tujuan yang terukur formulasinya. Dengan mengacu kepada indicator
kinerja dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 - 2022 tersebut, maka indicator
kinerja (ukuran keberhasilan) yang menjadi sasaran strategis untuk mencapai
tujuan Rencana strategis Kecamatan Bulu periode 2021 - 2026 adalah sebagai
berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik.
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka
ditempuh melalui perumusan sesuai Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih
dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Bulu

INDIKATOR TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN FADA

TUJUAN SASARAN TUJUAN/ TAHUN KE-
SASARAN
2021 2022 2023 2024 2025 2026

w o 0) (5) (6) 1Z) (8) 9) (10)
Terwujudnya Indek 79 80 81 82 83 84
kualitas Kepuasan
penyelenggaraan Masyarakat
pemerintahan dan (IKM)

pelayanan publik
yang responslf dan
akuntabel

Meningkatnya kualitas  Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100*
pelayanan kepada masyarakat peningkatan

pelayanan
Meningkatnya kualitas aparatur  Nilai sakip PD 45 51 57 61 67 72

dan pelayanan publik
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e. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif mengenai bagaimana OPD Kecamatan Bulu mencapai tujuan dan
sasaran dengan efektif dan efisien. Selain itu juga digunakan untuk melakukan
transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi, sistem manajemen dan
pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah
dipaparkan diatas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-
masing misi, merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi misi.. Rumusan strategi berupa pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang diperjelas
dengan arah kebijakan.Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro
dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian
kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk mencapai visi dan misi Bupati Sukoharjo dan organisasi.
Kecamatan Bulu menetapkan strategi sebagai berikut in i:

1. Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif,
transparan dan akuntabel.

2. Meningkatkan kualitas, pemanfaatan, dan pengembangan pelayanan publik.

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Sedangkan arah kebijjakan dari strategi-strategi yang ditetapkan untuk
mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan layanan birokrasi yang prima
2. Meningkatkan semangat dan kenyamanan bekerja, kemauan bekerjasama,
transparansi dan akuntabel
Berikut ini disajikan keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis dan

arah kebijakan Kecamatan Bulu sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sukoharjo
sebagai berikut:
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Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bulu

MISITI RPJMD

Tujuan

l.Terwujudnya kualitas
penyclcnggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik yang
responsifdan

akuntabel

Mettujudkau masyarakat Sukoharjo yang lebih inakmur.

Mewujudkan tata kclola pemerintahan yang baik melalui perccpatan reformasi

birokrasi.

Sasaran

1-1. Meningkatn
ya kualitas pelayanan

kepada masyarakat

1.2. Meningkatnya
kualitas aparatur
dan pelayanan
publik

B. Indikator Kinerja Utama

Strategi

Peningkatan efektivitas
kinerja birokrasi dan
layanan publik yang
responsif. transparan dan
akuntabel

1.2.1 Meningkatkan
kualitas. pemanfaatan. dan
pengembangan pelayanan
publik.

1.2.2 Meningkatkan
efektivitas dan efisiensi

pemerintahan

Arah kebijakan

Mengcmbangkan
layanan birokrasi

yang prima

Meningkatkan
semangat dan
kenyamanan
bekerja. kemauan
bekerjasama.
transparansi dan

akuntabel

IKU

Kecamatan

Indeks
Kepuasan
M asyarakat
(IKM)

Nilai Sakip

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kebertiasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Salah untuk

satu upaya
memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di
Kabupaten Sukoharjo diterbitkannya Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 4 tahun
2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Kabupaten
Sukoharjo tahun 2021-2026.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu :
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TUJUAN DAN SASARAN

NO
STRATEGIS
1 2
1 Terwujudnya Kualitas

Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan
Publikyang Responsifdan
Akuntabel

1.1 Meningkatnya kualitas
nplavanan

masyarakat

Meningkatnya Kualitas
Aparatur dan
Pelayanan Publik

IK jIP Kscam 3tanBulu TahunAnggsran2022

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

Indek Kepuasan

M asyarakat

Persentase Peningkatan

Nilai SAKIP PD.

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama

STRATEGI

Peningkatan efektivitas kinerja

birokrasi dan layanan publik yang

responsif, transparan dan akuntabel.

kualitas.

1.2.1 Meningkatkan

pemanfaatan, dan pengembangan
pelayanan publik.
1.2.2 Meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pemerintahan.

ARAH KEBIJAKAN

Mengembangkan layanan

birokrasiyang prima.

Meningkatkan semangat
dan kenyamanan bekerja,
kemauan bekerjasama,
transparansi dan

akuntabel.

16

FORMULASI
PERHITUNGAN / PENJELASAN

6

Hasil Survey Indek Kepuasan M asyarakatTahun N

Jumlah masyarakatyang terlayani

Jumlah Masyarakatyang datang utk dilayani

Hasil Nilai SAKIP PD Tahun N



C. Program dan Kegiatan Tahun 2022
Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan
Perangkat Daerah Kecamatan Bulu di tahun 2022 adalah 6 program, 13 kegiatan
dan 49 sub kegiatan, sebagai berikut:
I. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan
Kegiatan:
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan, dengan Sub Kegiatan :
a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan

b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Il. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan Kegiatan:
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan :
a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
b. Peningkatan Efektitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan,dengan Sub
Kegiatan:
a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

lll. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan
Kegiatan:
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
dengan Sub Kegiatan:
a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan:
a. Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan Kegiatan:
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala
Daerah, dengan Sub Kegiatan :

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam
Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal |ka Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan
Kegiatan:
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan:
a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
b. Fasilitasi Pengelolaa Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
c. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
d. Fasiltasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
Pembangunan Desa

e. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasif.

VI. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Kegiatan :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
dengan Sub Kegiatan :
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

-~ ® a o o

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

g- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

SKPD
c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
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e.

f

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

a.

-~ 0o o o0 o

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemmerintah Daerah,

dengan Sub Kegiatan:

a.

b
C.
d

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

5. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. dengan Sub
Kegiatan:

a.

b.

C.

Penyedia Jasa Surat Menyurat
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemehntahan Daerah,

dengan Sub Kegiatan:

a.

- o a o0

Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
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D. Perjanjian Klneija

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas.
fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi
termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup
outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasiian/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanabh;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintahan Kecamatan Bulu
yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka
Kecamatan Bulu menyusun Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja

untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

. Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2022 tersebut telah
ditetapkan 1 tujuan, 2 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja. Adapun Perjanjian
Kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2022, adalah sebagai berikut:
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NO.

1

1.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bulu

SASARAN STRATEGIS DAN
PROGRAM
2
Moningkatnya kualitas
polayanan kepada masyarakat

Penyelenggaraan Pemerintahan

dan Pelayanan Publik

Pemberdayaan Masyarakat Desa

dan Kelurahan

Koordinasi Ketenteraman dan

Ketertiban Umnn

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umun
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

Moningkatnya kualitas aparatur
dan pelayanan publik

Penning Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota

Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA
3

Porsontase peningkatan polayanan kecamatan

Tingkat kinerja penyelenggaraan pemenntahan dan

pelayanan publik

Prosentase pemberdayaan masyarakat desa dan

kelurahan

Posentase capaian ketenteraman dan ketertiban

umum

Cakupan penyelenggaraan irusan pemenntahan

umum

Cakupan pembinaandan pengawasan pemerintahan

desa
Nilal sakip Perangkat Daerah

Prosentase pelaksanaan penunjang urusan

Pemerintah Daerah

TARGET
4

100%

100%

100%

100%

100%

100%

51 point

100%

Dengan jumlah anggaran murni tahun 2022 sebesar Rp 3.039.524.688,-
dipergunakan untuk:

Program  Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan
anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-

Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran

sebesar Rp. 85.000.000,-

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan

sebesar Rp. 37.000.000,-

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan
sebesar Rp. 316.000.000,-

. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran

sebesar Rp. 47.500.000,-

anggaran sebesar Rp. 2.542.024.688,-

anggaran

anggaran

. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan

Guna mendukung dan mengakomodir kegiatan yang belum dianggarkan/

belum tercapai target kinerja di anggaran murni, serta adanya perubahan prioritas

atau asumsi, maka di tahun 2022 perlu menyusun anggaran perubahan, sehingga

Kecamatan Bulu melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran. Dengan jumlah anggaran setelah Perubahan
tahun 2022 Rp 3.117.567.688,- dipergunakan untuk :

IKjIP Kecamatan Bulu falun Anggaran2022
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1. Program  Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan
anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-

2. Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran
sebesar Rp.85.000.000,-

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran
sebesar Rp. 37.000.000,-

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran
sebesar Rp.356.000.000,-

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran
sebesar Rp.50.200.000,-

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan
anggaran sebesar Rp.2.577.367.688,-

Untuk lebih jelasnya dan lengkap dapat dilihat dalam form Perjanjian

Kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2022 dan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2022
sebagaimana terlampir.
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AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan pen/vujudan kewajiban suatu Instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja

yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara
periodik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan
meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu
fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi
output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan
terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang
diharapkan.

Kerangka Pengukuran Kinerja Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo
dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Rl Nomor 29 Tahun
2014, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan
Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003.

Adapun Pengukuran Kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

[.Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja digunakan
rumus:

Realisasi
Capaian indikator kinerja = x 100
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja digunakan
rumus:

Capaian indikator Target - (Realisasi - Target)

kinerja x 100

Target
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Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada
perencanaan jangka menengah, maka setiap indikator kinerja sasaran akan dinilai
dengan pengukuran skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO. SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1 Lebih dari 100% Sangat Baik
2 75-100% Baik
3 55-74% Cukup
4  Kurang dari 55 % Kurang

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Bulu tahun 2022 berdasarkan
hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja
Kecamatan Bulu
Tahun 2022

NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
STRATEGIS KINERJA

UTAMA

1. Meningkatnya Persentase 100% 100% 100%
kualitas peningkatan
pelayanan pelayanan
kepada Kecamatan
masyarakat

2. Meningkatnya Nilai SAKIP 51 Baru
kualitas Aparatur ~ PD direviu di
dan Pelayanan th. 2023
Publik

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja Kecamatan Bulu tahun 2022
sebagaimana tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa :
1) Capaian sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kepada
masyarakat dengan indikator prosentase peningkatan pelayanan Kecamatan
tercapai sebesar 100% atau dikategorikan "Baik".
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2) Capaian sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya kualitas aparatur dan
pelayan publik dengan indikator nilai sakip Perangkat Daerah, dikarenakan
reviu/ penilaian nilai sakip tahun 2022 berada ditahun 2023 maka kami
sajikan capaian nilai sakip PD Kecamatan Bulu tahun 2021 yaitu 57,23 point,
yang bearti pada tahun 2021 nilai sakip PD Kecamatan Bulu memang sudah
lebih dari yang ditargetkan baik di tahun 2021 dan juga tahun 2022, dan
dapat dikategorikan "Sangat Baik".

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Kecamatan Bulu tahun 2021
maka capaian kinerja Kecamatan Bulu tahun 2022 mengalami peningkatan, yaitu :

1. Capaian sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kepada

masyarakat dengan indikator prosentase peningkatan pelayanan Kecamatan
menjadi 102,07% dari tahun sebelumnya 97,97% menjadi 100%

2. Capaian sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan
publik dengan indikator nilai sakip Perangkat Daerah, namun karena reviu/

penilaian nilai sakip tahun 2022 berada ditahun 2023, maka perbandingan

dengan melihat nilai sakip tahun 2021

sebelumnya 35,19 menjadi 57,283.

yaitu menjadi 146,81% dari tahun

Untuk lebih jelas perbandingan capaian kinerja Kecamatan Bulu tahun 2022
dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2021

Sasaran
No )
Strategis

1. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kepada
masyarakat

2.  Menmgkatkan
kualitas
Aparatur dan
Pelayanan
Publik

Kecamatan Bulu

Indikator Tahun 2021 Tahun 2022

Sasaran Realisasi

97,97%

Target
100%

Realisasi
100%

Target

Prosentase 100%

Peningkatan
Pelayanan
Kecamatan

Nilai Sakip 45
Perangkat
Daerah

57.23 51

Capaian

102,07%

Nilai Sakip
tahun 2022
baru direviu di
tahun 2023

Perbandingan antara capaian kinerja Kecamatan Bulu tahun 2022 dengan
target akhir Renstra Kecamatan Bulu dapat dilihat pada tabel beikut:
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Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra PD
Kecamatan Bulu

No. Sasaran Strategis Indikator ~ Satuan Realisasi Target % Capaian
Sasaran s/d Tahun  Akhir Terhadap
2022 Renstra  Target Akhir
Renstra
1. Meningkatnya Prosentase Y% 20 100 20%
Kualitas Pelayanan  Peningkatan
Kepada Pelayanan
Masyarakat Kecamatan
2. Meningkatnya Nilai Sakip Angka 57,23 72 79,49%
Kualitas Aparatur ~ Perangkat
dan Pelayanan Daerah
Publik

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Bulu sampai
denaan tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan
Bulu sebagaimana tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kepada
masyarakat dengan indikator prosentase peningkatan pelayanan Kecamatan
pada tahun 2022 telah tercapai 20% dari target akhir 100% dalam Renstra
Kecamatan Bulu.

2. Capaian sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan
publik dengan indikator nilai sakip Perangkat Daerah, pada tahun 2021 mendapat

nilai sakip 57,23 dan perlu peningkatan untuk mencapai target akhir Renstra
Kecamatan Bulu yaitu 72 point.

Pencapaian kinerja dari setiap sasaran strategis Kecamatan Bulu tercapai
karena didukung dengan terlaksananya dan tercapainya kinerja dari setiap program
yang telah ditetapkan, yaitu :

a.) Pencapaian sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kepada
masyarakat didukung dengan pelaksanaan 5 program, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 12.000.000; Terealisasi sebesar

Rp 12.000.000; atau (100%) dengan capaian kinerja 100%
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan degan alokasi
anggaran sebesar Rp 85.000.000; Terealisasi sebesar Rp 84.744.750; atau
(99,70%) dengan capaian kinerja 100%, dengan demikian terdapat efisiensi

anggaran sebesar Rp. 255.250,- atau sebesar 0,30% dari pagu anggaran
yang ditetapkan.
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3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 37.000.000; Terealisasi sebesar 37.000.000; atau
(100%) dengan capaian kinerja 100%.

. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 356.000.000; Terealisasi sebesar Rp. 356.000.000;
atau (100%) dengan capaian kinerja 100%.

. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 50.2000.000; Terealisasi sebesar Rp. 49.300.000;
atau (98,21 %) dengan capaian kinerja 100%, dengan demikian terdapat
efisiensi anggaran sebesar Rp 900.000,- atau sebesar 1,79 % dari pagu
anggaran yang ditetapkan.

b.) Pencapaian sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya kualitas aparatur dan

pelayanan publik didukung dengan pelaksanaan 1 program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar

Rp. 2.577.367.688. Terealisasi sebesar Rp. 2.516.888.606,-. atau (97,65%)
dengan capaian kinerja 100%, dengan demikian terdapat efisiensi anggaran

sebesar Rp.60.479.082,- atau sebesar 2,35 % dari pagu anggaran yang
ditetapkan.

Untuk lebih lengkapnya pengukuran capaian kinerja dari setiap program dan

kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari setiap sasaran strategis

Kecamatan Bulu, kami sajikan dalam tabel berikut:
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1 Panunjang Uruaan Pamanntahan Program Panunjang Uruaan Proaantaao patakaanaan /O 100 2.577.367.688 100 2.516.838.606 100% 97,65%
Daarah Kabupatm/Kota Pamarintah Daarab panunjang uruaan Pamarintah
Daarah
1.1 Terlaksananya perancanaan, Parancanaan,Penganggaran,dan Cakupan Perencanaan, % 100 23.000.000 100 29.000.000 100% 100%
penganggaran dan evaluasi Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah Panganggaran, dan Evaluasi
kinarja PerangkatDaerah Kinerja Parangkat Daarah
1.1.1 Tersusunnya dokumen Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 100% 100%
perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun
1.1.2 Tesusumya dokumen RKA SKPD Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA SKPD yang dokumen 1 4 000.000 1 4.000.000 100% 100%
Dokumen RKA-SKPD disusun
1.13 Tersusunnya dokumen Pembahan Koordinasidan Penyusunan Jumlah dokumen Perubahan RKA dokumen 1 4.000.000 1 4.000.000 100% 100%
RKA SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD SKPD yang disusun
1.1.4 Tersusunnya dokumen DPA SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah dokumen DPA SKPD yang dokumen 1 4.000.000 1 4.000.000 100% 100%
SKPD disusun
1.1.5 Tersusunnya dokumen perubahan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen perubahan DPA dokumen 1 4.000.000 1 4.000.000 1C0% 100%
DPA SKPD Perubahan DPA-SKPD SKPD yang disusun
1.1.6 Tersusuwiya dokumen laporan Koordinasi dan Penyusunan -kjmlah dokumen laporan capaian dokumen 24 4.000.000 24 4.000.000 100% 100%
capaian kinerja dan ikhtisar Laporan Capaian Kinerja dan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
realisasi kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD
1.1.7 Terlaksananya dantersusunnya Eveluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan e\eluasi kinerja dan dokumen 2 4.000.000 2 4.000.030 100% 100%
laporan e\eluasi kinerja dan Perangkat Daerah yang disusun
Perangkat Daerah O/
1.2 Terlaksananya administrasi Administrasi Kauangan Perangkat Jumlah ASN yang disadiakan o 100 1.662.155.000 100 1.627.671.107 100% 97,93%
kauangan PerangkatDa*rah Da*rah gajidantunjangan
1.21 Terbayamya gaji dan tunjangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang disediakan gaji orang 13 1.550.155.000 13 1.515.671.107 100% 97,78%
ASN ASN dan tunjangan
1.22 Terlaksananya Penatausahaan dan Peiaksanaan Penatausahaan dan  Jumlah dokumen SPJyang telah dokumen 12 100 000.000 15 100.000.000 125% 100%
pengujianA«n*kasi keuangan PengujiarWerilkasi Keuangan dherifikasi dan disahkan
SKPD SKPD
123 Tersusunnya laporan SPJ yang Koordinasi dan Peiaksanaan Jumlah laporan realisasi anggaran laporan 12 3.000.000 12 3 000.000 100% 100%

lengkap dan benar

LKjlPKecamatan Bulu TahunAnggaran2022

Tabel 3.5

Pengukuran Capaian Sasaran Program dan Kegiatan

Akuntansi SKPD

Kecamatan Bulu
Tahun 2022

dan neraca sesuai dengan SAP dan
kebijakan akuntansi
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Pelaksanaan program dan kegiatan di OPD Kecamatan Bulu untuk tahun
anggaran 2022 dapat dikatakan berhasil karena capaian kinerja dari setiap program
adalah 100% yang bearti bahwa setiap target sasaran strategis dapat tercapai, hal ini
dapat dilihat dari analisa evaluasi kinerja dan aspek akuntabilitas keuangan. Dengan
pagu anggaran sebesar Rp 3.117.567.688,- dengan realisasinya sebesar
Rp 3.055.933.356,- atau 98,02% dan capaian kinerja 100%, maka terdapat efisiensi
penggunaan anggaran sebesar Rp 61.634.332,- atau 1,92%.

. Realisasi Anggaran :

Realisasi Anggaran adalah capaian target Keuangan yang telah ditetapkan

dengan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran.

Berdasarkan pada matrik Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kenerja dan
Pengukuran Kinerja tahun 2022; maka tingkat pencapaian target keuangan dari
Perangkat Daerah Kecamatan Bulu adalah sebagai berikut:

Total Pagu keseluruhan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 3.117.567.688,-
dengan realisasi Rp 3.055.933.356,- atau 98,02 %, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp 2.839.126.688,- teralisasi Rp 2.778.295.356,- atau
97,86 %, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai sebesar Rp 1.634.515.000,- teralisasi Rp 1.600.031.107,-

b. Belanja Barang Jasa sebesar Rp1.204.611.688,-teralisasi Rp1.178.264.249,-

2. Belanja Modal sebesar Rp 278.441.000,- teralisasi Rp 277.638.000,- atau
99.71% terdiri dari:

a. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 79.638.000,- terealisasi
Rp 79.638.000,-

b. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 198.803.000,- terealisasi
Rp 198.000.000,-

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran untuk belanja operasi dan belanja
modal dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Belanja Operasi
Kecamatan Bulu
Tahun Anggaran 2022

APAJAN
JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI CAPAJ
(Rp) (Rp) (%)

BELANJA OPERASI

Belanja pegawai 1.634.515.000 1.600.031.107 97.89
Belanja barang dan jasa 1.204.611.688 1.178.264.249 97.81
Belanja bunga 0 0 0
Belanja subsidi 0 0 0
Belanja hibah 0 0 0
Belanja bantuan social 0 0 0
JUMLAH BELANJA OPERASI 2.839.126.688 2.778.295.366 97,86

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Belanja Modal
Kecamatan Bulu
Tahun Anggaran 2022

REALISASI
JENIS BELANJA ANGGARAN SASI  CAPAIAN

(Rp) (Rp) (%)
BELANJA MODAL

Belanj I h

elanja modal tana 0 0 0.00
Belanj I | i

elanja modal peralatan dan mesin 79.638.000 79 .638.000 100,00
Belanj I

elanja modal gedung dan bangunan 198.803.000 198.000.000 99.60
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 0 0 0
Belanja modal aset tetap lainnya 0 0 0
Belanja modal asettidak berwujud 0 0 0

JUMLAH BELANJA MODAL 278.441.000 277.638.000 99,71

Untuk tingkat pencapaian realisasi anggaran dari masing-masing program,
kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Kecamatan Bulu

Tahun Anggaran 2022

NOMOR NAMA PROGRAM/KEGIATAN
1

; v* o AW.KkwitniriiMAni*w u iw

n ’erencanaan, Penganggaran, dan Evaluasl Kinerja Perangkat Daerah

L. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasidan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

1.1.3 Koordinasidan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5 Koordinasidan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar

1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Adminlitrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gajl dan Tunjangan ASN

L2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.3 Koordinasidan Pelaksanaan Akuntansl SKPD

1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.5 Koordinasidan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.2.6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Ustrlk/Penerangan Bangunan Kantor

1.3.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.3.3 Penyediaan Bahan Loglstlk Kantor

1.3.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.3.5 — — —

1.3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasida nsultasi SKPD

1.4 Pengadaan Barang MIllk Daerah Penunjang Urusan Pemorintah Daerah

141 Pengadaan Mebelalr

1.4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.4.3 Pengadaan Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya

1.4.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
lainnya

145 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pcndukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan listrik

1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemellharaan Barang M Illk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

16 Daerah
Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

161 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

16.2 Perltinan Kendaraan Dinas Operaslonal atau Lapangan

1.6.3 Pemeliharaan Mebel

1.6.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

1.6.5 Pemdiharaan/RehabllitasiGedung Kantordan Bangunan Lainnya

1.6.6 Pemellharaan/Rehabllitasi Saranadan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

IKj/PKecamatan Bulu hhun Anggaran2072

ANGGARAN
IRP)

3

2.677.367.688

29.000.000
5.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000

1.662.155.000
1.550.155.000
100000.000
3.000.000
3.000.000

3.000.000
3.000.000
186.690.000
4.975.000
15.015.000
104.075.000
7.500.000

5.100.000
50.025.000

278.441.000
20.972.000
29.640.000

198.803.000

14.513.000

14.513.000

278.061.688

15.000.000
109.950.00C
153.111.688

143.020.000

49.450.00C

17.000.00C

5.500.00C
5.490.00C

63.060.00C)

2.520.00C)

REALISASI
(RP)

2.516.888.606

29.000.000
5.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4000000
4.000.000

1.627.671.107
1.515.671.107
100000.000
3.000.000
3.000.000

3.000.000

3.000.000

177.825.000
4.975.000
15.015.000
104.057.000
7.500.000
5.100.000
41.178.000

277.638.000
20.972.000
29.640.000

198000.000

14.513.000

14.513.000

266.983.503

15.000.000
105.878.503
146.105.000

137.770.996

45.328.476

16.000.00C

5.500.00C
5.490.00C

62.932.52C

2.520.00C

CAPAIAN (%)

97,65%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

97,93%
97,78%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

95,25%
100,00%
100,00%

99,98%
100,00%
100,00%

82,31%

99,71%
100,00%
100,00%

99,60%

100,00%

100,00%

96,02%

100,00%
96,30%
95,42%

96,33%

91,67%

94,12%

100,00%
100,00%
99,80%

100,00%
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NOMOR NAMA PROGRAM/KEGIATAN
2
1
PROGRAM PENYEIENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
>UBUK
»enyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tildak Dilaksanakan oleh
« JnH Kerja Perangkat Da.rah yang ada di Kecamatan
24 1 Fasilitas| Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di
o Willayah Kecamatan
512 Peningkatan Efektlfltas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakatdi
o Wilayah Kecamatan
3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3.1 Koordinasl Kegiatan Pemberdayaan Desa
311 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah
o Perencanaan Pembangunan di Desa
312 Peningkatan Efektlfltas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatdi
o Willayah Kecamatan
3.2 Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan TIngkat Kecamatan
32.1
322 Peningkatan Kapasltas Lembaga Kemasyarakatan
4 PROGRAM KOOROINASI KETENTRAMAN DAN KETERT1BAN UM UM
4.1 Koordinasl Upaya Ptnyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
411 Slinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
o Naslonal Indonesia dan Instansl Vertikal dl Wilayah Kecamatan
4.12 Harmonlsasl Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
40 Koordinasl Penerapan dan Penegakan Poraturan Daerah dan Peraturan
’ Kepala Daerah
Koordlnasl/Sinergl Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan
4.2.2 Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
PROGRAM PENYEIENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UM UM
S
5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum aesual Penugasan
’ Kenala Daorah
Pemblnaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan Pancaslla, Pelaksanaan Undang-
5.1.1 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestartan
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5.1.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasl PImpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAA? DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
p
cl Fasilitasl, Rekomendasldan Koordinasl Pemblnaan dan Pengawasan
' Pemerintahan Desa
6.1.1 FasilitaslAdmInistras| Tata Pemerintahan Desa
6.1.2 Fasilitasl Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa
6.1.3 Rekomendasl Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
6.1.4 Fasilitasl Sinkronlsas! Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
Pembangunan Desa
6.1.5 Fasilitasl Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partlslpatlf
JUMLAH
IXjIPKecoratanffiviifalumAnggaran 2022

ANGGARAN
(Rp)

3

12.000.000

12.000.000

6.000.000

6.000.000

05.000.000
20.000.000

10.000 000

10.000.000

65.000.000
snnonnon
15.000.000

37.000.000

27.000.000

12.000.000

15.000.000

10.000.000

10.000.000

355.000.000

356.000.000

190.000.000

166.000.000

50.200.000

50.200.000

7.500.000
7.500.000
10.200.000
5.000.000

20.000.000

3.117.567.688

REAUSAS

CAPAIAN {99
(Rp)
4 5

12.000.000 100,00%
12.000.000 100,00%
6.000.000 100.004
6.000.000 100,00
84.744.750 99,70%
20.000.000 100,00%
10.000.000 100,00+
10.000.000 10000+
64.744.750 99,61%
49 984 750 99 974
14.760.000 98 404
37.000.000 100,00%
27.000.000 100,00%
12.000.000 100.00%
15.000.000 100004
10.000.000  100,00%
10.000.000 100.00%
356.000.000 100,00%
356.000.000 100,00%
190.000.000 100.004
166.000.000 100,004
49.300.000 98,21%
49.300.000 98,21%
7.500.000 100,004
7500.000 100.004
10.200.000 100,004
5.000.000 100004
19.100.000 95504
3.055.933.356 98,02%
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BAB IV
PENUTUP

Perangkat Daerah Kecamatan Bulu sebagai Perangkat Daerah teknis yang
mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan
urusan pemerintah di bidang Pelayanan mempunyai fungsi untuk memberikan
pelayanan di bidang Pemenntahan, Ketentraman dan ketertiban, Pemberdayaan
Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum pada masyarakat. Agar
peiaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan

pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin

Dari keseluruhan analisa yang dilakukan dapat simpulkan bahwa tingkat
keberhasilan kinerja pada Kecamatan Bulu dalam melaksanakan tugas sehari-hari pada
tahun 2022 dapat dinyatakan "Baik" karena semua target sasaran yang telah ditetapkan
dapat tercapai dengan baik.

Meski pencapaian kinerja pada Kecamatan Bulu pada tahun 2022 dapat
dinyatakan baik, perlu dilakukan langkah-langkah untuk lebih meningkatkan kinerja di
tahun berikutnya, antara lain:

1. Melakukan terobosan dalam rangka menyediakan sumberdaya yang memadai
untuk peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan lain -lain.
2. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam setiap tahapan

pelaksanan pembangunan, seperti misalnya dengan menyelenggarakan
Musrenbangcam.

3. Mengoptimalkan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan
Pembangunan dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,
Peiaksanaan, Pelaporan maupun monitoring dan evaluasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 untuk Perangkat

Daerah Kecamatan Bulu, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk
kegiatan/ kinerja yang akan datang

Sekian dan terima kasih

LKthuman BidnlmAvggraid22 38
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SK Penetapan IKU

Rancana Kinerja Tahunan 2022

Rencana Aksi Tahun 2022

SK Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Bulu
SK'SOP Pengumpulan Data Kinerja

SOP Pengumpulan Data Kinerja

Lapuran Maonitaring dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan PD



PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pcmerintahan yang efeklif,

imnsparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama : WIDYANTO SETYA WIBOWOt S.STP.t MM.
JJabatan :Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo

selanjutnva disebut pihak pertama.

Naina : Hj. ETIK SURYANI, SE., MM.
Jabatan :Bupeti Sukoharjo

srlaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusn.va sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineija jangka mcnengah
scperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencan«aan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo. Januari 2022

Pihak Kedua Pihak Pertama
BUPATIySpKOHARIJO ¢

""WP. 19780617 199711 1001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

CAMAT BULU
SASARAN STRATEGI3 DAN
NO. INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM
2 0 4
Moningkatnya kualltas pelayanan
1 g y pelay Porsontase peningkatan pelayanan kecamatan 100%
kepada masyarakat
Penyeienggaraan Pemerintahan Tingkat kinerja penyeienggaraan pemeunlahan dan 100%
dan Pelayanan Publik pelayanan publik °
Pembeidayaan Musyaiakul Desa Proaentase pemberdayaan masyarakat desa dan
100%
dan Kelurahan kelurahan
Koorciinagi Ketenteraman dan Posentase capaian kelenteraman dan kelertiban 100%
Kelertiban Umum umum °
Penyeienggaraan Urusan Cakupan penyeienggaraan urusan perneiinlahan 100%
Pemerintahan Umum umum °
Pembinaan dan Pengawasan Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan 100%
pemerintahan Desa desa °
Moningk kuall
2 oningkatnya kua t'as aparatur Nllal saklp Perangkat Daerah 51 point
dan pelayanan publik
"enunjang Urusan Pemerintahan Prosentase pelaksanaan penunjang urusan 1005
Uaerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah °
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Penyeienggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 12.000.000.00 APBD
2 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 85 000.000,00 APBD
Kixwdinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 37.000.000.00 APDD
4 Penyeienggaraan Urusan Pemerintahan Umum 316.000.000.00 APBD
5 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 47 500000.00 APBD
o Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.542.024.688.00 APBD

JUMLAH 3.039.524.688.00

Januari 2022
Pertama

BULU

Plhak Kedua
BUPATI SUKOHARJO f

Hi. ETIK SWRYANI. $E./MM y AWIBQWQ, $ $TP., %M.
embina Tk |
197R0617 139711 1001



PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akunlabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : WIDYANTO SETYA WIBOWO, S.STP., MM.
Jabatan : Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hj. ETIK SURYANI, SE., MM.
Jabatan : Bupati Sukoharjo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Oktober 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama



NO

NO.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS DAN
PROGRAM

2
Meningkatnya kualltas pelayanan
kepada masyarakat

Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pelayanan Publik

Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Kelurahan

Koordinasi Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum

Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

Meningkatnya kualltas aparatur
dan pelayanan publik

Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

JUMLAH

CAMAT BULU

INDIKATOR KINERJA
3

Persentase peningkatan pelayanan kecamatan

TIngkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

Prosentase pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan

Posentase capaian ketenteraman dan ketertiban
umum

Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan
umum

Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan
desa

Nllal sakip Perangkat Daerah

Prosentase pelaksanaan penunjang urusan
Pemerintah Daerah

ANGGARAN
12.000.000.00
85.000.000.00
37.000.000.00
356.000.000,00
50.200.000,00

2.577.367.688.00

3.117.567.688,00

TARGET
4

100%

100%

100%

100%

100%

100%

51 point

100%

KETERANGAN

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD



Tugas

Fungsi

NO

RN AW

0.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
IERANGKAT DAERAH KECAMATAN BULU
TAHUN 2022

melaksanakan kewenangan pemeriniahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian unisan otonomi dacrah dan peningkatan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakai dcsa/kelurahan.

Penyelenggaraan unisan Pemerintahan Umum;

Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa:
Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

Pembinaan dan pengawasan per.yelengggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
Pelaksanaan urusan pemerintalian yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit ketja

Pemcrintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
Pelaksanaan fungsi kesekretariaan Kecamatan:

10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
2 3 4 5
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan Indek Kepuasan Masyarakat
r

pemerintahan dan pelayanan publik yang
responsifdan akuntabel



Perscntase peningkatan pelayanan kecamatan Peningkatan el'ektivitas kinerja birokrusi Mengeinbangkan layanan birokrusi yang

u Meningkatnya kualilas pelayanan
dun layanan publik yang responsif. prima

kepada masyarakat
transparan dan akuntabel

Meningkatkan semangat dan kenyamanan

Nilai sakip PD 1.2.1 Mcningkatkan kualitas. pemanfaatan.
beketja, kemauan bekerjasama.

1.2 Meningkatnya kualitas aparatur dan
dan pengembangan pelayanan publik.

pelayanan publik
transparansi dan akuntabel

1.2.2 Mcningkatkan efektivitas dan
efisiensi pemerintahan

T BULU
UKOHARJO

tya w s Stp .mm .
Pembina Tk I

NIP. 19780617 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

KECAMATAN BULU

Alamat: J1. Laksamana Yos Sudarso No. 02 Bulu Tclp. (0271) 7881070 Fax. (0271) 7881070

KEPUTUSAN CAMAT BULU
KABUPATEN SUKOHARIJO
NOMOR: 050.4/3/1 / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

CAMAT BULU,

Menimbang a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan
Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007
tentang pedoman untuk Penetapan Indikator Kinerja
Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu mcnetapkan Keputusan
Camat tentang Penetapan Indikator Kinexja Utama
Kecamatan Bulu Kabupaten Sukohaijo Tahun

2021-2026
Mengingat I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan DaerahTingkat II Batang dengan
mengubah Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaga Negara

Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025;



Menetapkan

KESATU

10.

11.

12.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator
Kineija Utama (IKU);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kineija Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukohaijo Nomor 3 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sukohaijo Tahun 2021-2026;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Indikator Kineija Utama (IKU) sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan
ukuran kineija yang digunakan oleh Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk
menetapkan Rencana Kineija Tahunan, menyampaikan
rencana keija dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kineija, menyusun laporan akuntabilitas
kineija serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.



KEDUA Penyusunan laporan indikator Kinerja Utama (IKU)
dilakukan oleh setiap pimpinan pada setiap awal tahun
dan disampaikan kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulu
Pada tanggal, Januari 2022

N & N~ CAMAT BULU
i& '"kabij K ten sukoharjo

o SETYA WIBOWO
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PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

KECAMATAN BULU

Alamat: JI. Laksamana Yos Sudarso No. 02 BuluTelp. (0271) 7881070 Fax. (0271) 7881070

KEPUTUSAN CAMAT BULU
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 052/3.1 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO
CAMAT BULU
Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan Kinerja

Kecamatan Bulu  Kabupaten  Sukoharjo, perlu
dilakukan pengendalian dan evaluasi secara bcrkala
guna mewujudkan tercapainya target-target Kkinerja
yang telah ditetapkan setiap tahun;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja
pada Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo perlu
dibentuk Tim Evaluasi Kineija;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud hurufa dan b, perlu menetapkan Keputusan
Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah = Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengabh;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pcmbangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor
5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

Perubahan Kedua Atas Unclang-Unclang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum
Indikator Kineija Utama (IKU);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kineija Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Sukohaxjo Tahun 2016 -
2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukohaijo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukohaijo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukohaijo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Evaluasi Kineija Kecamatan Bulu
Kabupaten Sukohaijo dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Tim  sebagaimana dimaksud Diktum  KESATU
mempunyai tugas antara lain;

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah, meliputi :



KETIGA

Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan,
Perjanjian  Kinerja, @ Rencana  Aksi  Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kineija dan

Pelaporan Kineija di Kecamatan Bulu Kabupaten
Sukohaijo;

. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai

bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis.
Rencana Kinerja Tahunan, Peijanjian Kinerja.
Pengukuran Kineija, dan Pelaporan Kinerja;

. Melaksanakan pengukuran kineija sesuai indikator

kinerja yang telah ditetapkan dalam
lembar/dokumen perjanjian kineija setiap akhir
tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada

tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang
berlaku;

. Menyusun  dokumen  Perencanaan  Strategis.

Rencana Kineija Tahunan, Peijanjian Kinerja,
Rencana Aksi Kineija, Pengukuran Kinerja dan
Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat

Bulu Kabupaten Sukohaijo.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukohaijo.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulu

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth :

1. Tim yang bersangkutan.



No

Lampiran
Nomor
Tanggal

OS*/*-1

Januari 2022

SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJAKECAMATAN BULU

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2022

JABATAN/INSTANSI

2
Camat Bulu

KEDUDUKA
N DALAM
TIM
3
Penanggung

jawab

Sekretaris Kecamatan Ketua
Kepala Sub Bagian Sekretaris
Perencanaan dan Keuangan

Kepala Seksi Pemerintahan  Anggota
Kepala Seksi Ketentraman Anggota
dan Ketertiban

Kepala Seksi Pemberdayaan Anggota
Masyarakat

Desa/Kelurahan

Kepala Seksi Kesejahteraan Anggota
Sosial

Kepala  Seksi  Pelayanan Anggota
Urnurn

Kepala Sub Bagian Umum Anggota

dan Kepegawaian

|
KETERANGAN
4

Bertanggung jawab
terhadap seluruh
kegiatan evnlusi
kineija di Kecamatan
Bulu.
Bertanggung jawab
terhadap seluruh
pelaksanaan tugas
Tim.
Bertanggung jawab
sesuai bidang
tugasnya.
Bertanggung jawab
sesuai bidang
tugasnya.
Bertanggung jawab
sesuai bidang
tugasnya.
Bertanggung jawab
sesuai bidang
tugasnya.
Bertanggung jawab
sesuai bidang
tugasnya.
Bertanggung jawab 1
sesuai bidang
tugasnya.
Bertanggung Jawab
sesuai bidang
tugasnya

Keputusan Camat Bulu
TAHUN 2022

SETYA WIBOWO



Menimbang: a.

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

KECAMATAN BULU

Alamat: JI. Luksainana Yos Sndarso No. 02 Bulu Telp. (0271) 7881070 Fax. (0271) 7881070

KEPUTUSAN CAMAT BULU
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ; 050 / £)£ /2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

CAMAT BULU,

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kineija tugaa-nigas
Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Sukohaijo dal-. >

Pengumpulan Data Kineija, maka perlu ditetapkan Stands
Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bulu tentang

Standar Operasional Prosedur (SOF) Pengumpulan Data Kinerja
Kecamatan Bulu Kabupaten Sukohaijo;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jdwa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggnl 8 Agusrus
1950);

2. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Pcnyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);



10.

1.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega»n
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambah. \
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 J-
Peraturan Pclaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 201-*
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telahdiubah dengan

Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia ~ Nomor  5717);Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Rcformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapornn
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1842);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6206)

Peraturan Daerah Kabupaten Sukohaijo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukohaijo Nomor
236);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
(Berita Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 1),



13. Peraturan Bupati Sukoharjop Nomor 49 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata ICeija, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat

Dewnn Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan
Kecamatan;

14. Peraturan Bupati Sukoharjop Nomor 40 Tahun 2017 Tentang
Rencana Strategis Perangknt Daerah Kabupaten Sukoharjo

tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja
Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;

KEDUA ; Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum
KESATU sebagai pcdoman bagi setiap pegawai Kantor
Kecamatan Bulu dalam melaksanakan tugas dan tangf'urvj
jawabnya;

KETIOA : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan dan/.v.*\.i

kekurangan, Standar Operasional Prosedur sebagtwt r.a
dimaksud diktum KESATU dapat diperbaiki (direvisi).

Ditetaplean di Bulu
Pada tanggal Januari 2019

TEMBUSAN. disampaikan kepada Yth :

I. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;

2 Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

4. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BULL'
NOMOR : 050/ OST / 2019
TANGGAL : Januari2019

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARIJO
KECAMATAN BULU

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUMPULAN DATA KINE